
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 2f TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturarr

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2OL7 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor

25 Tahun 2Ot6 tentang Kedudukan, Susunarr

Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, perlu

mengatur T\rgas Pokok, Fungsi dan Uraian T\rgas

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin;

b. bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam humf a, perlu menetapkart

Peratrrran Bupati tentang T\rgas Pokok, F\rngsi

dan Uraian T\rgas Organisasi Sekretariat Daeratr

Kabupaten Tapin;
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Mengingat :1- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Fernbentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahart

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4aool;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintatran Daerah (L,em-baran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLt tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OLL Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a1;

2.

3.

4.

5.

6.

r{
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7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol+ Nomor 6, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

saeal;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2O7+ Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

teraktrir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tatrun

2Ol5 tentang Perubatran Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e1;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOs

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Ta-hun 2OO5 Nomor

l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5781;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kineda Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;

o{
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor LL+,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 60371;

14. PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7

tentang Pembinaan dal Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daeratr

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun

2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2OLI tentang Pembahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan

Keuangan Daerah;

16. PerattrranMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daeratr;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12

Tahun 2OL2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

18. Peratrrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

rI
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19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serba Tata Kerja Perangkat Daeratt

Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun

2OLT tentang Pembahan Atas Peraturan Bupati

Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, T\rgas dan F\rngsi serta Tata

Keda Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK,

FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daeratr adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaa:r Urusan

Pemerintatran yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Perangkat Daeratr adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Ralqyat Daerah dalam penyelanggaraat Umsan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang terdiri

atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan

Kecamatan.

4. Bupati adalatr Bupati Tapin.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.

7. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Tapin.

rt
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8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah Asisten Ekonomi dan

Pembangunan Sekretaiat Daerah Kabupaten Tapin.

9. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

10. Sekretariat Daerah adalatr Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

1 1. Bagian adalah Bagian-Bagran di linglmngan Sekretariat Daerah

Kabupaten Tapin.

12. Subbagran adalatr Sub-Sub Bagran pada Bagian-Bagtan

Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan

Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI

Bagran Kesatu

Selrretariat Daerah

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

men5rusun kebijakan dan mengordinasikan administratif

terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan

administratif.

(2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penJrusunan kebijakan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan ttrgas Perangkat Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara

pada Perangkat Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

d
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(3) Uraian hrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalatt

se,bagai berikut:

a. merumuskan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan

mengevaluasi penyu.sunan kebij akan Pemerintatr Daerah ;

b. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan,

dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

c. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan,

dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah;

d. merumuskan keblfaka.n, mengoordinasikan, mengendalikan,

dan mengevaluasi pelayanan administratif dan pembinaan

Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daeratr; dan

e. melaksanakan hrgas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang hrgas dan tanggung jawabnya.

(4) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

a. Asisten Pemerintatran, membawahi:

1. Bagian Tata Pernerintatran;

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dart

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;

b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:

1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;

2. Bagian Perlengkapan; dan

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:

1. Bagian Hukum;

2. Bagran Umum; dan

3. Bagian Organisasi.

Bagian Kedua

Asisten Pemerintahan

Pasal 3

(1) Asisten Pemerintatran mempunyai tugas mengoordinasikan,

membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan

administrasitatapemerintahan,kesejatrteraan ralryat serta

hubungan masyarakat dan protokol.

t
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1), Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi

penyelen ggar aala administrasi tata pemerintahan ;

b. koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pembinaan

administratif pe nin gkatan ke sej ahte r aarl rakyat;

c. koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi

penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

dan

d. koordinasi, pembinaan, pengawasarl, dan evaluasi

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Umsan

Pemerintahan Daerah.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi

penyelenflgaradn administrasi tata pemerintahan;

b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi

pembinaan administratif peningkatan kesejatrteraan rakyat;

c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi

penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat dan

keprotokolan;

d. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi

pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan 'LLrusan

Pemerintahan Daerah; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas tanggung

jawabnya.

(4) Asisten Pemerinta.tran membawahi:

a. Bagran Tata Pemerintahan;

b. Bagian Kesejahteraan Ralqirat; dan

c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

r/
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(1)

(2)

Paragraf 1

Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 4

Bagran Tata Pemerintatran mempunyai tugas mengoordinasikan,

membina, mengatur dan mengendalikan ketataprajaan,

desentralisasi dan hrgas pembanhran, serta administrasi

kewilayahan dan kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bagian Tata Pemerintaharl mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketataprajaan,

desentralisasi dan tugas pembantuan serta administrasi

kewilayahan dan kerj asama;

b. penJrusuna.n program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian tata praja;

c. pen5rusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian desentralisasi dan tugas pembanhran; dan

d. pen5rusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian administrasi kewilayatran dan kerjasama.

Uraian hrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalatr

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumus€rn ' kebiiakan teknis

ketataprajaan, desentralisasi dan tugas pembantuan serta

administrasi kewilayahan dan kerjasama;

b. menrusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan tata praja;

c. men5rusun progr€un, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan desentralisasi dan hrgas pembantuan;

d. men5rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan administrasi kewilayahan dan kerjasama;

e. men5rusun prograrn, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikanpenyusunan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

(3)

nt
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f. melalsanakan sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang tata pemerintahan; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang hrgas dan

kewenangannya.

(a) Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:

a. Subbagian Tata Pra.ia;

b. Subbagian Desentralisasi dan T\rgas Pembantuan; dan

c. Subbagian Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama.

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Praja mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supenrisi dan

pemantauan penyelenggaraan ketatapraj aan.

l2l Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kegiatan tata

praja;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan

data tata praja;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis tata praja;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi secara

administratif usul peresmian pengangkatan dan

pemberhentian Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan lAnggota,

Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr, serta Izin dan Cuti Pejabat

Negara;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi Peringatan

Hari-Hari Besar Nasional;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi

kewenangan Pemerintah Daerah;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi

kewenangan pemerintahan umum;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan

fasilitasi administratif penyelenggaraan urusan pemerintahan

,"/

umum;
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menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan

fasilitasi kunjungan lembaga, instansi pemerintah dan

legislatif ke dalam dan luar daerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan

fasilitasi penyelenggaraarl Desk Pemilihan Kepa1a Daerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan

fasilitasi kecamatan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasi kegiatan di subbagian tata praja;

menyiapkan bahan dan men5rusun laporan kinerja subbagian

tata pr4ja; dan

n. melaksanakan trrgas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Pasal 6

(1) Subbagian Desentralisasi dan T\rgas Pembantuan mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis,

supervisi dan pemantauan desentralisasi dan tugas pembantuan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kegiatan

desentralisasi dan tugas pembantuan;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan

data desentralisasi dan tugas pembantuan;

menyiapkan bahan dan men5rusun petunjuk teknis

desentraliasi dan tugas pembantuan;

menyiapkan bahan dan menJrusun petunjuk teknis

penyusunan Laporan Penyelen ggaraale Pemerintahan Daerah

dal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis

penJrusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dan Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna

pen5rusunan la.poran Keterangan Pertanggungi awaban Kepala

Daerah akhir tahun anggaran dan

J

k.

b.

c.

d.

e.
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g. menyiapkan bahan dan melaksanakan keda sama

pen5rusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;

h. menyiapkan batran dan melaksanakan inventarisasi kegiatan

desentralisasi dan tugas pembantuan;

i. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan

penyelenggaraan kegiatan desentralisasi dan tugas

pembantuan;

j. menyiapkan bahan dan men5rusun naskah memori serah

terima jabatan Kepala Daerah diakhir masa jabatart;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasi penyelengga.raan kegiatan desentralisasi dan tugas

pembantuan;

1. menyiapkan bahan dan men5rusun laporan kinerja subbagian

desentralisasi dan tugas pembantuan; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangemnya.

Pasal 7

(1) Subbagian Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis,

supervisi dan pemantauan administrasi kewilayahan dan

kerjasama.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kegiatan

kewilayahan dan kerjasama;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan

data kewilayahan dan kerjasama;

c. menyiapkan bahan dan men5rusun petunjuk teknis

kewilayahan dan kedasama;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi

pengembangan dan pembinaan wilayah;
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e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penetapan

tata batas wilayah Kabupaten, batas wilayah Kecamatan dan

batas wilayah Desa;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemekara:r

dan/ atau penggabungan Kecamatan;

g. menyiapkan batran dan melaksanakan kerjasama koordinasi

dan fasilitasi penyelesaian konflik dan sengketa tata batas

wilayah;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi

permasalahan dan fasilitasi penyelesaian penegasan batas

daerah;

i. menyiapkan bahan penrbahan batas, narna, dan pemindahan

ibukota daerah;

j. melaksanakan bimbingan dan fasilitasi administratif
pengembangan dan perluasan kerja sama antar pemerintah

dan lembaga di dalam negeri dan luar negeri;

k. melaksanakan bimbingan dan fasilitasi administratif
pengembangan dan perluasan kerja sama kawasan dan

kemitraan;

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan kegiatan administrasi kewilayatran

dan kerjasarna;

m. menyiapkan bahan dan men5rusun laporan kinerja subbagian

administrasi kewilayahan dan kedasama; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Paragraf 2

Bagran Kesejahteraan Rakyat

Pasal 8

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan

kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.



-L4-

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kesej ahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan batran perumusan kebijakan teknis keagamaan

dan kemasyarakatan;

b. pen5rusunan progr€un, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian kegiatan keagamaan; dan

c. penJrusunan prograrn, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian kegiatan kemasyarakatan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keagamaan

dan kemasyarakatan;

b. men5rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan kegiatan keagamaan;

c. men5rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatrrr

dan mengendalikan kegiatan kemasyarakatan;

f. melaksanakan sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang kemasyarakatan; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.

(a) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:

a. Subbagian Keagamaan; dan

b. Subbagian Kemasyaralatan.

Pasal 9

(1) Subbaglan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan

pemantauan kegiatan keagamaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menJrusun rencana kegiatart

keagamaan;

b. mengumpulkan, mengolatr, menganalisis dan menyajikan

data keagamaan;
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c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan

keagamaan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sarana

peribadatan;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sarana

dan pras araraa pendidikan keagamaan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan,

koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan bidang

keagamaan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan

eva-luasikegratan di subbagian keagamaan;

h. menyiapkan bahan dan men5rusun laporan kinerja subbagian

keagamaan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Pasal 10

(1) Subbagian Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan

pemantauan kegiatan kemasyarakatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kegiatan

kemasyarakatan;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan

data kemasyarakatan;

c. menyiapkan bahan dan men5rusun pehrnjuk teknis

kemasyarakatan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan

fasilitasi pemberian bantuan sosial kemasyarakatan;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan

fasilitasi pemberian bantuan organisasi kemasyarakatan;

f. menyiapkan batran dan melaksanakan koordinasi dan

fasilitasi pemberian bantuan peranan wanita;
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g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi realisasi

pelaksanaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ralqyat

serta pemberian bantuan yang bersifat sosial

kemasyarakatan;

h. menyiapkan bahan dan menSrusun laporan kinerja subbagian

kemasyarakatan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Paragraf 3

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Pasal 1 1

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas

mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan

kegiatan hubungan masya-rakat dan informasi, peliputan,

pendokumentasian dan publikasi serta keprotokolan pimpinan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

( l)Bagian Hubungan Masyarakat da:r Protokol menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis hubungan

masyarakat dan informasi, peliputan, dokumentasi dan

publikasi serta keprotokolan;

b. pen5rusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian hubungan masyarakat dan informasi

kegiatan pimpinan;

c. pen5rusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian peliputan, dokumentasi dan publikasi

kegiatan pimpinan; dan

d. pen5rusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian keprotokolan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis hubungan

masyarakat dan informasi, peliputan, dokumentasi dan

publikasi serta kegiatan keprotokolan;

OY
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b. men5rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan hubungan masyarakat dan informasi

kegiatan pimpinan;

c. men5rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikanpeliputan, dokumentasi dan publikasi

kegiatan pimpinan;

d. menJrusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan keprotokolan;

f. melaksanakan sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bagian hubungan masyarakat dan

protokol; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

(a) Bagian Hubungan Masyarakat da:e Protokol terdiri atas:

a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Informasi;

b. Subbagian Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi; dan

c. Subbagian Protokol.

Pasal 12

(1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Informasi mempunyai

tugas melaksanakan melaksanakan koordinasi, fasilitasi,

bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan kegiatan hubungan

masyarakat dan pelayanan informasi kegiatan pimpinan ke

publik.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kegiatan

hubungan masyarakat dan informasi;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan

data hubungan masyarakat dan informasi;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis hubungan

masyarakat dan informasi;

,/
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d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyampaian

informasi kegiatan pimpinan melalui buku profil, buku

pembangunan/tahunan/hari jadi, karhr ucapan, brosur,

pamflet, baliho, iklan, digital, elektronik dan media massa;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendampingan dan

atau peliputan kegiatan pimpinan;

f. mendistribusikan produk-produk informasi, mengevaluasi

program informasi, mengklipping koran dan mengevaluasi

berita;

g. mengoordinasikan pembinaan hubungan dengan media

ralgrat, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan di

lingkungan sekitar;

h. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan pers

dan jumpa pers;

i. mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data informasi

bahan pers rilis kebijakan dan kegiatan pimpinan;

j. mengkoordinasikan, merencanakan, menJrusun dan membuat

penerbitan internal dan eksternal;

k. merencanakan, menJrusun, menginformasikan serta

membuat materi audio visual, compact disk (CD) interaktif
dan internet;

1. merenc€rnakan, menJrusun dan membuat materi alat bantu
presentasi pimpinan;

m. merencanakan dan membuat materi informasi luar ruang

dan dalam ruang;

n. mengkoordinasikan, men5rusun hak jawab serta tanggapan

masyarakat di media massa;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasikegiatan di subbagian hubungan masyarakat dan

informasi;

p. menyiapkan bahan dan men5rusun laporan kinerj" ss![agran
hubungan masyarakat dan informasi; dan

q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dart

kewenangannya.

0y
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Pasal 13

(1) Subbagran Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis,

supervisi dan pemantauan peliputan, dokumentasi dan publikasi

kegiatan pimpinan.

(2) Uratan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut:

a. menyiapkan bahan dan men5rusun renczrna kegiatan

peliputan, dokumentasi dan publikasi kegiatan pimpinan;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan

data peliputan, dokumentasi dan publikasi kegiatan

pimpinan;

c. menyiapkan bahan dan meny:.sun petunjuk teknis peliputan,

dokumentasi dan publikasi kegiatan pimpinan;

d. menghimpuf,, menganalisis, dan mengolah informasi sebagai

bahan publikasi dan penerbitan;

e. menyiapkan sa-rana dan prasarana peliputan kegiatan

pimpinan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadministrasian,

pengamanan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan

dalam bentuk cetak dan audio visual;

g. mengelola dan melaksanakan layanan dan pengembangan

koleksi perpustakaan Sekretariat Daerah;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjama pengumpulan

informasi dan pen5rusunan bahan publikasi dan penerbitan;

i. melaksarrakan kerja sarna publikasi dengan pengelola media

komunikasi publik daerah dan pusat;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan peliputan, publikasi,

penerbitan dan pendistribusian hasil penerbitan kegiatan

pimpinan;

k. menyiapkan bahan dan melaksamakan pengamatan opini

melalui media informasi terkait dengan komunikasi kebijakan

pimpinan;

1. menghimpun hasil pengamatan dan menganalisis opini

terkait dengan komunikasi kebijakan pimp
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m. menyiapkan bahan klarifikasi terhadap opini atas kebijakan

pimpinan, mengelola isu yang berkembang dan membalgun

komunikasi terhadap kebdakan pimpinan;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan kegiatan peliputan, dolnrmentasi

dan publikasi;

o. menyiapkan bahan dan men5rusun laporan kinerja subbagran

peliputan, dokumentasi dan publikasi; dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenanggannya.

Pasal 14

(1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauart kegiatan

keprotokolan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kegiatan

keprotokolan;

b. mengumpulkan, mengolatr, menganalisis dan menyajikan

data keprotokolan;

c. menyiapkan bahan dan men5rusun petunjuk teknis

keprotokolan;

d. menghimpun dan mencatat kegiatan harian, mingguan, dan

bulanan yang akan dilaksanakan pimpinan;

e. menyiapkan bahan dan menJrusun acara/upaca-ra setiap

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pimpinan baik tingkat

daeratr maupun nasional;

f. menyiapkan undangan dan mendisEibusikan kepada

pimpinan instansi pemerintah, swasta maupun perorangan

y{Lg perlu hadir di setiap acara kegiatan pimpinan;

g. men5rusun rangkaian acara kegiatan pimpinan yang akan

dibacakan oleh pembawa acara dan melaksanakan kerja

sarna dalam penataan tempat duduk pimpinan undangan

penting lainnya; 
{^t/
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menyiapkan bahan dan petugas yang terlibat dalam

serangkaian aca-ra yang akan dilaksanakan oleh pimpinan

dan melaksanakan peninjauan lokasi yang akan menjadi

tempat kegiatan perjalanan dinas pimpinan;

menyiapkan bahan dan men5rusun jadwal acara perjalanan

dinas pimpinan dan melaksanakan kerja sama dengan

lembaga atau instansi terkait' dengan perjalanan dinas

pimpinan di luar daerah untuk kegiatan tertenttr;

menghimpun dan mencatat kegiatan tamu resmi pimpinan

dan melaksanakan kerja sarna dengan satuan kerja/unit

kerja terkait dalam pemberian layanan tamu pimpinan;

melakBanakan kerja sama dengan sattran kerja/unit kerja

terkait' dalam pemberian layanan penjemputan dan

pengantaran tamu pimpinan;

menyiapkan bahan dan mendampingr kegiatan kunjungan

pimpinan dan tamu pimpinan ke luar dan dalam daerah;

mempersiapkan naskah-naskah penyelenggaraan upacara

pelarrtikan/pengukuhan serta serah terima jabatanl

pelantikan pejabat;

mempersiapkan, men5rusun, mengolah bahan naskah

sambutan/ceramah Kepala Daerah/Pimpinan dan mengarsip

bahan sambutan secara baik dan rapi;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan kegiatan keprotokolan;

menyiapkan bahan dan menyr:.sun laporan kinerja subbagian

protokol; dan

q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

J

k.

m.

n.

o.

p.

?'[
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Bagran Ketiga

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 15

(1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas

mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi

pembinaan administrasi ekonomi dan pembangunan,

perlengkapan serta pengadaan barang danjasa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pembinaan

administradf ekonomi dan pembangun€u1;

b. koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pembinaan

administratif perlengkapal ;

c. koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi

penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa; dan

d. koordinasi dan fasilitasi Perangkat Daerah penyelenggara

urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi

pembinaan administratif ekonomi dan pembangunan;

b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevduasi

pembinaan administratif perlengkapan;

c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi

penyelenggarzran pengadaan barang dan jasa;

d. mengoordinasikan dan memfasilitasi Perangkat Daerah

penyelenggara urusan pemerintahan sesuai dengan bidang

tugas dan kewenangannya; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

(4) Asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahi:

a. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;

b. Bagian Perlengkapan; dan

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
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Paragraf 1

Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 16

Bagian Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas

mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikandan

memfasilitasi administratif perekonomian, produksi dan

administrasi pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian,

produksi dan administrasi pembangunan;

b. penJrusunan prograrn, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

fasilitasi dan pengendalian administratif pengembangan

perekonomian;

c. penJrusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

fasilitasi dan pengendalian administratif pengembangan

produksi;

d. pen5rusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

fasilitasi dan pengendalian administrasi pembangunan; dan

e. pen5rusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

fasilitasi dan pengendalian pen5rusunan perencanaan dan

pelaporan lingkup Sekretariat Daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumuszrn kebijakan teknis

perekonomian, produksi dan administrasi pembangunan;

b. men5rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,

memfasilitasi dan mengendalikan administratif
pengembangan perekonomian;

c. men5rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,

memfasilitasi dan

pengembangan produksi;

mengendalikan administratif

d. menrusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,

memfasilitasi dan mengendalikan administrasi pembangun€Ln;

(3)
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e. men)rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,

memfasilitasi dan mengendalikan penyusunan perencanaan

dan pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah;

f. melaksanakan sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di Bagian Ekonomi dan Pembangunan;

dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung

jawabnya.

(a) Bagian Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas:

a. Subbegtan Perekonomian'

b. Subbagian Produksi; dan

c. Subbagian Administrasi Pembangunan.

Pasal 17

(1) Subbagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, superwisi dan

pemantauanperekonomian daerah.

(2) Uraian tugas 5sfagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kegiatan

perekonomian;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyqjikan

data perekonomianyang meliputi usaha pengembang€u1 usaha

mikro kecil menengah, industri, perdagangan, koperasi,

pariwisata, transportasi dan komunikasi serta lembaga

asosiasi bina ekonomi;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan

kedasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan

penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi

dan pengendalian investasi daerah;

e. menyiapkan bahan dan menJrusun laporan triwulan

perkembangan investasi daerah kepada Bupati berdasarkan

hasil monitoring dan evaluasi
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1

menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan sarana perekonomian yang meliputi

usaha pengembangan usaha mikro kecil menengah, industri,

perdagangan, koperasi, pariwisata, transportasi dan

komunikasi serta lembaga asosiasi bina ekonomi;

menghimpun laporan kegiatan yang berkaitan dengan

pelaksanaan program di bidang pengembangan usaha mikro

kecil menengah, industri, perdagangan, koperasi, pariwisata,

transportasi dan komunikasi serta lembaga asosiasi bina

ekonomi;

menyiapkan bahan dan melaksanakan keg'asama dengan

instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan

usaha mikro kecil menengah, industri, perdagangan,

koperasi, pariwisata, transportasi dan komunikasi serta

lembaga asosiasi bina ekonomi;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan

instansi terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap laporan kegiatan yang berkaitan dengan

pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil

menengah, industri, perdagangan, koperasi, pariwisata,

transportasi dan komunikasi serta lembaga asosiasi bina

ekonomi;

menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan

pengendalian inflasi daerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasikegiatan di subbagian perekonomian;

menyiapkan bahan dan men5rusun laporan kinerja ssllagran
perekonomian; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

ob'

h.

J

k.

l.

(1) Subbagian Produksi

Pasal 18

mempunyai tugas melaksanakan

teknis, supervisi dankoordinasi, fasilitasi, bimbingan

pemantauan produksi daerah.
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(21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kegiatan

produksi;

b. mengumpulkan, mengolah, menga.nalisis dan menyajikan

data produksi perta:rian tanaman pangan, perikanan,

peternakan, kehutanan dan perkebunan, pertambangan dan

energi;

c. menghimpun laporan kegiatan yang berkaitan dengan

pelaksanaan program pengembangan hasil produksi

pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan,

kehutanan dan perkebunan, pertambangan dan energi;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan

instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan

produksi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan,

kehutanan dan perkebunan, serta pertambangan dan energi;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan

instansi/Perangkat Daerah terkait untuk melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap laporan kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan program pengembangan

produksi pertanian tanaman pa.ngan, perikanan, peternakan,

kehutanan dan perkebunan serta pertambangan dan energi

sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati;

f. menyiapkan baharr dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasikegiatan di subbagian produksi;

g. menyiapkan bahan dan men5rusun laporan kinerja subbagian

produksi; dan

h. melaksarrakan tugas lairr sesuai bidang tugas dan tanggung

jawabnya.

Pasal 19

(1) Subbagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas

rnelaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi

dan pemantauan administrasi pembangunan daerah.

ry
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menJrusun rencana kegiatan

administrasi pembangunan;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan

data administrasi pembangunan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pemb€rngunan daerah;

d. menyiapkan bahan dan pertimbangan dalam rangka

pemberian rekomendasi yang berhubungan dengan

pelaksanaan pembangunan fisik dan nonfisik di daerah;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian

p e laks an aan Cotp orate S o cial Resp onsi biliQ (C S R) ;

f. menyiapkan bahan dan men5rusun perencanaan lingkup
Sekretariat Daerah yang meliputi rencana strategis dan

rencana kerja;

g. menyiapkan bahal dan men5rusun laporan kinerja instansi

pemerintah lingkup Sekretariat Daerah;

h. menyiapkan batran dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasi kegiatan di subbagian administrasi pembangunan;

i. menyiapkan bahan dan men5rusun laporan kinerja subbagian

administrasi pembangun{rn; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Paragraf 2

Bagian Perlengkapan

Pasal 20

(1) Bagian Perlengkapan mempunyai tugas mengoordinasikan,

membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan

penyediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan rumah

tangga.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sarana dan

prasarana, pemeliharaan serta rumah tangga;

b. pen5rusunan program, koordinasi, pembinaan, mengatur, dan

pengendalian penyediaan sarana prasarana;

c. pen5rusunan program, koordinasi, pembinaan, mengatur, dan

pengendalian pelaksanaan pemeliharaan; dan

d. pen)rusunan program, koordinasi, pembinaan, mengatur, dan

pengendalian rlmah tangga.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana dan

prasarana, pemeliharaan serta rumah tangga;

b. men5rusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan penyediaan sarana prasar€u1a;

c. menJrusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan pelayanan rumah tangga;

e. melaksanakan sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bagian perlengkapan; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.

(a) Bagian Perlengkapan terdiri dari:

a. Subbagiar Sarana dan Pras€IrEura;

b. Subbagian Pemeliharaan; dan

c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 2 I
(1) Subbagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas koordinasi,

fasilitasi, bimbingan teknis, superrrisi dan pemantauan

pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana.
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sarana

dan prasarana;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan

data sarErna dan prasaraf,La;

c. menyiapkan bahan dan menJrusun petunjuk teknis

penyediaan sarana prasarana;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan keda sama

penrusunan Rencana Kebutuhan Barang Sekretariat Daerah;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi Rencana

Kebutuhan Barang Sekretariat Daerah;

f. menyiapkan bahan administrasi dan memproses pengadaan

kebutuhan barang yang akan dilaksanakan melalui

swakelola, pengadaan langsung, e-purchasing dan I atau lelang

lingkup Sekretariat Daerah sesuai ketentuan;

g. menyiapkan bahan dan melaksalakan pendistribusian

barang kepada Perangkat Daerah lUnit Kerja pemakai;

h. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan barang yang

belum didistribusikan dengan aman;

i. menyiapkan batran dan melaksanakan kerja sama

penJrusunan standar barang dan harga;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasikegiatan di subbagian sarana prasarana;

k. menyiapkan bahan dan men5rusun laporan kinerja subbagian

sarana prasarana; dan

1. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Pasal 22

(1) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas koordinasi, fasilitasi,

bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pelaksanaan

pemeliharaan barang bergerak dan tidak bergerak.

v



-30-

(21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan men5rusun renca.na kegiatart

pemeliharaa:: barang bergerak dan tidak bergerak;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan

data pemeliharaanbarang bergerak dan tidak bergerak;

c. menyiapkan batran dan men5rusun petunjuk teknis

pemeliharaan barang bergerak dan tidak bergerak;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan,

rehabilitasi, dan pengamanan aset Sekretariat Daerah;

e. melaksanakan pemantauan terhadap barang inventaris yang

bergerak dan tidak bergerak untuk pelaksanaan

pemeliharaan berikutnya;

f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan barang

bergerak dan tidak bergerak, rehabilitasi gedung, kantor

maupun rumah jabatan serta pengamanan aset;

g. melaksanakan inventarisasi barang begerak dan tidak

bergerak yang dinilai tidak layak pakai;

h. menyiapkan bahan dan men5rusun usulan penghapusan

barang bergerak dan tidak bergerak yang dinilai tidak layak

pakai;

i. mengatur dan memelihara kebersihan ruangan kantor,

pekarangan, pemakaian air, listrik, AC, sirine dan

soundsgs tem di lingkungan Sekretariat Daeratr ;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian secara fisik

terhadap status barang inventaris dan perubahan status

barang inventaris;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan

evaluasikegiatan di subbagian pemeliharaan;

l. menyiapkan bahan dan men5rusun laporan kinerja subbagian

pemeliharaan; dan

rn. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

Ikewenangannya.


